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MOTTO

“Hati-hatilah saudaraku.
Hubungan yang meski berdasar saling suka,saling cinta, saling sayang,
belumlah dianggap legal sebelum disahkan dengan akad nikah yang sakral.

s 1

Pernikahan barulah pintu masuk untuk menghalalkan cinta”.

'Ahmad Rifa’i Rif’ an, 2016, Ya Allah, Siapa Jodohku?, Jakarta: Elex Media Komputindo,
him. 27.
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RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan
terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang
demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar
senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi
manusia lain disekitarnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat diwujudkan
berupa hubungan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan
dipenuhinya berbagai persyaratan dalam melangsungkan perkawinan yang salah
satunya yakni syarat untuk memenuhi batas usia minimal dalam melangsungkaan
perkawinan dimana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk pria 19 (sembilan
belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, tetapi dalam hal penyimpangan
terhadap pasal tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi perkawinan ke
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk seperti yang tercantum dalam Pasal 7
ayat (2). Dispensasi perkawinan tersebut tentu saja merupakan suatu hal yang
dapat dijadikan jalan bagi pasangan usia muda untuk kawin. Sehingga dari hal
inilah dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni Pertama, Bagaimana
pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Kedua, Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan
yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan
dalam skripsi ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Historis atau
Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Bahan hukum yang digunakan yakni
bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan,
bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan pendapat para ahli serta bahan
non hukum yang meliputi kamus hukum dan berbagai bahan yang diambil dari
internet, sedangkan analisis terhadap bahan hukum tersebut yakni menggunakan
metode Deduktif.

Hasil penelitian ini terdiri atas dua hal. Pertama, dengan diaturnya pasal 7
ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan maka hal ini secara tidak langsung telah
menghilangkan fungsi dari pengaturan dalam pasal 7 ayat (1) yang menerangkan
mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, selain itu
dispensasi perkawinan tersebut juga mendorong maraknya perkawinan usia dini di
Indonesia karena dengan adanya penetapan dispensasi perkawinan tersebut
semakin membuka peluang bagi para pasangan usia muda untuk kemudian
berbondong-bondong meminta penetapan dispensasi perkawinan. Kedua,
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penolakan atas permohonan dispensasi perkawinan akan berdampak secara logis
bagi para pasangan, untuk pasangan yang sebelumnya tidak hamil dapat
menyebabkan para pasangan menempuh jalur lain untuk kawin yakni perkawinan
secara siri ataupun juga penolakan terhadap pasangan yang telah hamil hal ini
secara jelas akan membuat anak yang dikandung nanti lahir tanpa memiliki ayah
yuridis sehingga anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini yakni memandang tujuan
yang sejatinya ingin dicapai dalam pengaturan dispensasi perkawinan, karena
dalam tahap pelaksanaannya lebih melindungi para pasangan usia muda untuk
melangsungkan perkawinan, maka jelas hal ini akan menimbulkan suatu
kemudharatan yang sangat besar, terlebih lagi pengaturannya secara jelas
menyimpangi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan norma
yang diatur juga masih banyak menimbulkan kerancuan sehingga dalam hal ini
sudah seharusnya pasal yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan tersebut
dicabut.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan
terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang
demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar
senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi
manusia lain disekitarnya. Bentuk dari interaksi tersebut dapat diwujudkan dengan
berbagai aktivitas hidup seperti diskusi, gotong royong, hubungan lewat
perjanjian maupun hubungan yang dibangun melalui perkawinan, adapun salah
satu dari hubungan-hubungan tersebut dimana manusia dalam setiap kehidupan
pasti akan menemuinya yakni hubungan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dimana hal ini
dipandang sebagai suatu sarana oleh setiap orang untuk mencapai salah satu
tujuan hidupnya yakni kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sebagaimana hal ini tercantum dalam pengertian perkawinan itu
sendiri tepatnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Terkait dengan pengertian tersebut di atas maka dalam hal mencapai tujuan
yang sakral dalam perkawinan dibutuhkan suatu persyaratan yang cukup dan
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, syarat perkawinan yang dimaksud salah
satunya yakni berkaitan dengan batas usia dimana negara telah menetapkannya
dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua

orang tua”.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Hal tersebut secara tegas memberi batasan minimal yakni 21 (dua puluh
satu) tahun bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan,
tetapi pasal tersebut masih memberikan pengecualian yakni bagi pasangan
dibawah usia tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta izin
kedua orang tua, batas usia yang mengharuskan izin yang demikian tercantum
dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pertimbangan batas usia yang
demikian ini selaras dengan penjelasan umum huruf (d) yang menganut prinsip
bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan
perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan pemikiran
ini, Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia kawin tersebut.’

Pada tahap pelaksanaan, batas usia tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi,
banyak penyimpangan yang terjadi sehingga menyebabkan perkawinan dalam
usia dini, perkawinan yang demikian secara formal tidak dibenarkan karena
menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, batas usia telah ditentukan yakni untuk warga negara yang akan
melangsungkan pernikawinan khusus laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun
dan untuk Perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pada kenyataannya,
peraturan tersebut hanyalah dipandang sebagai karya dewan legislatif belaka dan
tidak disertai dengan penerapan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Ternyata apabila dirunut lebih dalam lagi ada suatu hal yang patut menjadi
sorotan yakni mengapa negara begitu mudah dalam memberi izin bagi pasangan
dibawah umur ini untuk melangsungkan perkawinan, maklum saja karena selain
negara menentukan batas usia perkawinan tersebut disisi lain negara juga
mengatur mengenai dispensasi perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) yang

menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

*Taufiqurrahman Syahuri, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
hlm. 176.
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meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dispensasi Perkawinan dalam pasal tersebut dapat diajukan ketika seorang
pria dan wanita yang ingin kawin tetapi belum mencapai usia yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dimana dalam awal perumusannya
batas usia ini telah ditetapkan dengan matang. Kebijakan pemerintah dalam
menetapkan batas usia minimal perkawinan ini tentunya melalui proses dan
berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar
siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.” Dengan ini, pengaturan
dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut dapat
dikatakan sebagai pemberi jalan terhadap pasangan dibawah umur untuk
melangsungkan suatu perkawinan dengan cara meminta penetapan dispensasi ke
pengadilan atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu, terlebih lagi hal
yang memudahkan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan dibawah
umur ini yakni ketentuan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang banyak ditemui suatu kejanggalan seperti
tidak tegasnya syarat ataupun juga batasan dalam pengajuan dispensasi
perkawinan serta pihak yang ditunjuk untuk memberikan disepensasi perkawinan
juga masih rancu antara pengadilan dan pejabat lain yang diberikan wewenang
untuk itu.

Selain itu, adanya pengaturan dispensasi perkawinan tersebut tidak hanya
memudahkan dalam hal prosedur pengajuan penetapan saja tetapi dengan
munculnya rumusan Pasal 7 ayat (2) perihal dispensasi perkawinan tersebut
berarti pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal
ini juga tidak perlu menunggu sampai mereka dewasa atau mencapai batas
minimal yakni pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun
karena dengan dispensasi perkawinan telah cukup memenuhi syarat untuk

dijadikan bukti bahwa mereka telah dewasa.

3Muﬁdah, 2010, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN-
MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), him. 155.
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Berdasarkan analisa diatas, permasalahan hukum yang muncul yakni dengan
diaturnya dispensasi perkawinan tersebut apakah tidak membuat sia sia ketentuan
pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia perkawinan dan apakah aturan
tersebut akan efektif dalam penerapannya, padahal apabila dimaknai lebih dalam
lagi kandungan dari pasal 7 ayat (1) tersebut memberikan amanat yakni mencegah
perkawinan dalam usia dini dengan batasan usia yang telah tegas ditetapkan,
tetapi disisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah
secara legal mengatur terhadap penyimpangan batas usia tersebut yakni dengan
bentuk dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang ini sehingga mempermudah terhadap pasangan dibawah umur
untuk melangsungkan perkawinan. Selain dikabulkannya suatu permohonan
dispensasi perkawinan tersebut menimbulkan suatu permasalahan, ternyata
ditolaknya suatu dispensasi perkawinan juga menimbulkkan akibat hukum yang
logis terhadap para pasangan walaupun syarat dan ketentuan dalam hal
permohonan dispensasi perkawinan memudahkan bagi para pasangan muda untuk
mendapatkan penetapan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permohonan
dispensasi juga dapat ditolak oleh pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk
berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik
untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis
Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila
dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ?

2. Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian skripsi ini menyangkut 2 (dua) hal yakni tujuan

umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;

2. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan
dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum;

3. Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum
sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta

masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam
Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum permohonan Dispensasi

Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

1.4 Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode,
karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti
penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu
jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-
acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-
pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak
terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara
tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.* Metode penelitian merupakan suatu

hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini dijadikan

*Johnny Ibrahim, 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia Publishing, him. 294.
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pedoman dalam menganalisa permasalahan agar dapat diperoleh suatu kesimpulan
terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian,

pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah
kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif.” Titik fokusnya berada pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma yang berlaku pada hukum positif dan kemudian dihubungkan dalam
permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, permasalahan tersebut terutama
mengenai kelonggaran aturan hukum yang ditunjukkan oleh ketentuan batas usia
minimal perkawinan dimana peluang untuk dilanggarnya ketentuan tersebut
sangat besar mengingat diaturnya dispensasi perkawinan dalam ketentuan lebih

lanjutnya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
dan Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Oleh
karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif,
maka pendekatan yang digunakan salah satunya yakni Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian
peraturan perundang-undnagan yang berhubungan dengan tema sentral
penelitian.® Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

*Ibid, hlm. 295.
®Ibid, hlm. 295.
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yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti
harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai
berikut.

a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya
terkait antara satu dengan lain secara logis.

b. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada
kekurangan hukum.

c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain,
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.’

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aturan hukum yang sesuai perihal
penetapan dispensasi perkawinan, terutama penormaan terhadap dispensasi
perkawinan tersebut yang memerlukan pengkajian hukum yang lebih dalam
karena secara langsung berbenturan dengan batas umur minimal perkawinan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah unsur-unsur abstrak
yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala
menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.
Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik
perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan
atribut-atribut tertentu.® Pendekatan ini digunakan dalam rangka merumuskan
suatu konstruksi hukum perkawinan perihal dispensasi perkawinan yang sesuai
dengan tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang Perkawinan dimana salah satu
dasar pemikiran Undang-Undang tersebut adalah untuk membentuk perkawinan
yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu cara
untuk mewujudkannya yakni mencegah perkawinan yang dilakukan oleh
seseorang dalam batas usia yang secara hukum tidak dibenarkan oleh Undang-
Undang Perkawinan tersebut.

Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (Historical Approach),

penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan

"Ibid, hlm 302-303.
8Ibid, hlm. 306.
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seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu
sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat
memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu
lembaga atau ketentuan hukum tertentu.” Pendekatan ini digunakan sebagai
pedoman dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang pertama dikarenakan
dalam hal menaganalisa suatu pasal atau ayat yang dikaitkan dengan pasal atau
ayat yang lainnya dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam mengenai tujuan
awal dibentuknya pasal atau ayat tersebut, dimana dalam hal ini penulis
menganalisa tujuan awal dirumuskannya pasal mengenai syarat batas usia
minimal perkawinan dan dispensasi perkawinan untuk kemudian dikaitkan satu

sama lain.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu
sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu),

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).'® Bahan hukum primer

yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

°Ibid, hlm. 318-319.
Y7pid him. 295-296.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-
Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku
teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende
leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,
yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik
penelitian.'' Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
adalah berupa buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas
serta pendapat para ahli yang digunakan dalam rangka menemukan istilah-istilah

hukum yang dipakai.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau disebut juga bahan hukum tersier adalah bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain."
Lebih lanjut, bahan non hukum ini dapat berupa penelitian yang terdiri atas buku
teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku
ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia
umum, media elektronik seperti internet dan lain-lain. Bahan ini penting karena

mendukung dalam proses analisis hukumnya.

"Ibid, hlm. 296.
21bid him. 296.
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Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus
hukum dan bahan-bahan yang diambil di internet sebagai bahan pelengkap bahan

hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah
dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran
ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan
penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi."

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan
hukum adalah Deduktif yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang
bersifat umum dan berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus. Langkah-
langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang relevan. Selanjutnya melakukan telaah atas isu
hukum yang diajukan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi
yang manjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi
yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan

karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

BIbid him. 297.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan
terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan ziwaaj. Perkataan nikah
menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya
(hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian sebenarnya nikah
adalah dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”;
sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah wathaa yang berarti “setubuh”.'*
Sementara di Indonesia hukum negara telah merumuskan pengertian perkawinan
tersebut yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam pengertian yang demikian tersirat suatu tujuan mulia dari perkawinan itu
sendiri yakni untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal abadi
berdasarkan Ketuhatan Yang Maha Esa.

Kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia itu erat kaitannya
dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan
kewajiban orang tua. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material."> Selain itu, bentuk
keluarga yang kekal abadi itu tidak hanya memiliki unsur jasmani saja tetapi
unsur rohani yakni berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa harus tetap ada hal ini

bertalian erat dengan ajaran agama yang dipeluk oleh calon suami isteri.

“Rachmadi Usman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 268.
PTaufiqurrahman Syahuri, Op., Cit., hlm 166.

11
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Berbeda dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik
meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitssaqan  ghalidzan untuk menaati perintah  Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.”'®

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-
mengasihi, tenteram dan bahagia.'’

Pengertian tersebut semakin menegaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri
dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan suatu syarat dan ketentuan yang ketat
seperti ikatan lahir batin atau persetujuan kedua belah pihak sebelum
melangsungkan perkawinan, batas usia minimal yang telah ditentukan, izin dari
kedua orang tua ataupun dari pengadilan apabila kedua belah pihak belum

mencapai batas usia yang telah ditentukan. Semua syarat tersebut mutlak harus

dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai.

2.1.2 Asas-asas Perkawinan
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mancapai

kesejahteraan spirituil dan material.

"Ibid, hlm. 268.
"Moh. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, him. 1-2.
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b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian
yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat
dalam pencatatan.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas
monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat
beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami
dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip,
bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan
diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu,
perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.
Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk
kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan
itu, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah
19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia
kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus

ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
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f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan
dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Mengenai prinsip yang keempat perihal pembatasan usia kawin khusus
untuk penduduk muslim, di dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas batas
umur untuk kawin. Sehingga ada yang berpendapat perkawinan anak-anakpun jika
dilakukan oleh wali masing-masing adalah sah, pendapat ini didasarkan atas hadis
riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, yang berbunyi “Telah dikawini aku
(Aisyah) oleh Rasulullah ketika aku berumur enam tahun, dan ia mencampuriku
ketika aku berumur sembilan tahun”. Akan tetapi kalau seorang gadis tidak
bersedia atau menolak untuk dikawinkan, walinya tidak boleh mengawinkan anak
gadis itu dengan paksa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu
Abbas, yang menyatakan, “Seorang gadis yang akan dikawinkan harus dimintai
persetujuannya, yang dapat ditandai dengan diamnya”. Keharusan adanya
persetujuan itu menunjukkan bahwa Islam menganut prinsip kerelaan dalam
perkawinan.

Apabila hal ini diteliti secara seksama, ajaran Al-Qur’an tentang tujuan
perkawinan seperti tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 21, untuk mencapai
ketentraman hidup dalam suasana saling mencinta dan kasih sayang, maka
perkawinan anak-anak (belum dewasa) sulit dibayangkan dapat mencapai tujuan
tersebut,'® Karena dibutuhkan suatu umur yang logis dalam artian telah dewasa
untuk dapat membina bahtera rumah tangga terlebih lagi faktor-faktor lain seperti
ekonomi akan menjadi syarat yang fundamental karena kewajiban suami mencari

nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya wajib hukumnya.

2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyatakan bahwa:

"Taufiqurrahman Syahuri, Op., Cit., hlm. 176-177.
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(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan suatu perkawinan harus berdasarkan

hukum agama dan kepercayaan serta harus diacatatkan, hal ini adalah syarat sah

yang masih umum dan harus dipenuhi oleh calon suami isteri sebelum

melangsungkan perkawinan, derivasi dari pasal tersebut Undang-Undang secara

lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya,

kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam

Undang-Undang sebagai berikut'’:

1
2.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup
dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat
2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

¥Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40-41.
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orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar
orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku
sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu, Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan usia minimal

bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan

jalan keluar apabila ketentuan usia minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal

ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut™:

1/

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua
orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang
tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami isteri

21 .. b Y .
dan keturunan.”" Selain itu, amanat dari pengaturan pembatasan umur minimal

diatas dimaksudkan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus

dewasa. Makna dewasa ini berimbas pada hak dan kewajiban atas suami atau

isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan kewajiban itu

sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki

dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan

tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk

1pid, him. 41-42.
! Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,

hlm. 77.
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menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan
masing-masing.*

Penetapan batas usia tersebut berdasarkan asumsi bahwa pada usia
tersebut, baik pria maupun wanita dianggap telah matang untuk melaksanakan
perkawinan serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kalau usia perkawinan
lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai, sebab baik fisik maupun
mental, mereka belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah
tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan. Beberapa
penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan, angka perceraian lebih tinggi
pada perkawinan usia muda.” Berbagai hal terutama mengenai batas usia
perkawinan tersebut patut menjadi pertimbangan bagi pasangan yang akan
melangsungkan perkawinan agar tujuan yang mulia dari perkawinan sebagaimana

telah tercantum dalam pengertian perkawinan dapat diwujudkan.

2.2 Dispensasi Perkawinan
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan;
suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu
ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana
diajukan oleh seorang pemohon atau dispensasi (van der pot) dapat diartikan
sebagai suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan
yang ada pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.”* Mengenai dispensasi
perkawinan yang demikian, hal tersebut sebenarnya telah resmi diatur dalam Pasal
7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua

orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

ZAmir Syarifuddin, 2007, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh
Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

»Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, him. 85-86.

*Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 138.
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Pasal tersebut memberikan arti bahwa apabila seorang pria atau wanita yang
akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi batas umur minimal
yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal tersebut yakni untuk pria 19 (sembilan
belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, maka menurut ketentuan ayat (2)
tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk, dalam artian dispensasi tersebut menjadi suatu ketentuan baru yang
memperbolehkan calon pasangan baik pria maupun wanita untuk melangsungkan
perkawinan walaupun batas umurnya bertentangan dengan batas umur yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain Undang-Undang perkawinan tersebut bagi yang beragama Islam
dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi
terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang
Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3
Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja
Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, yaitu:

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum

mencapai umur minimum, yakni:

1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang

belum mencapai umur minimum, yaitu:

1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan
calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan
pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut apada ayat (1)
pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
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3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk
memeberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama
memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk
memenuhi persyaratan mekangsungkan pernikahan.

¢) Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur

minimum, pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami

yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang,
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai
alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang
terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;

2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil
dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana
diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975;

4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama
memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari
seorang kepada yang bersangkutan.”’

Peraturan Menteri Agama dalam hal ini mengatur juga tentang dispensasi
bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan perkawinan campuran, hal
ini termaktub dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang

berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan

»Sudarsono, Op., cit., hlm. 42-43.
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campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud Pasal 60
Undang-Undang Perkawinan.

2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan
juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak
melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.

Adanya dispensasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
berbagai terminologi diatas maka dengan itu seseorang telah dianggap dewasa dan
cakap melakukan perbuatan hukum termasuk perkawinan, bahkan ketentuan
dispensasi perkawinan ini berdampak progresif artinya apabila dikemudian hari
ditemukan kedua pasangan yang mendapat dispensasi tersebut telah berpisah atau
bercerai, maka statusnya masih dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan
hukum apapun dikarenakan putusnya perkawinan tidak menyebabkan

pendewasaan yang diperoleh dari dispensasi perkawinan menjadi tercabut.

2.2.2 Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan

Terhadap seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan
tetapi batas umur minimal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun belum bisa
dipenuhi oleh kedua calon mempelai maka sebagaimana ketentuan lebih lanjut
Undang-Undang mengatur untuk meminta suatu dispensasi perkawinan kepada
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi mereka yang beragama Islam
telah jelas disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengenai perkara
perkawinan salah satunya yakni menangani Dispensasi Perkawinan,”® untuk lebih
tegasnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
telah diatur secara jelas pengadilan yang dimaksud baik yang beragama Islam atau
agama yang lainnya bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka

yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”. Jadi pengajuan

26Mardani, 2009, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Konstitusi,
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.
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penetapan ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam
dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Adapun syarat-syarat
dalam pengajuan dispensasi perkawinan tersebut kedua calon mempelai harus
mempersiapkan sebagaimana tercantum dibawah ini:

1) Surat Permohonan;

2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 (satu) lembar yang
dimateraikan Rp 6.000,-;

3) Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang
menerangkan  penolakan karena masih dibawah umur atau Surat
Keterangan dari Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.

4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan
atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 (satu) lembar
yang dimateraikan Rp 6.000,-.>

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi mengenai prosedur pengajuan

dispensasi perkawinan ini sama halnya dengan pengajuan gugatan pada
umumnya. Majelis hakim akan membuka sidang untuk menetapkan pemberian
dispensasi perkawinan kepada pemohon, hakim menetapkan dengan berbagai
pertimbangan hukum yang merujuk pada alasan-alasan pemohon mengajukan
dispensasi perkawinan tersebut. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan
dispensasi perkawinan tersebut maka akta salinan dari Penetapan Dispensasi
Perkawinan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat calon mempelai
tersebut akan melangsungkan perkawinan atau Kantor Catatan Sipil bagi yang
beragama non-muslim guna dijadikan sebagai alat bukti terpenuhi syarat-syarat

perkawinan terutama perihal batas umur dalam melangsungkan perkawinan.

Dea Agustina Suardini dkk., 2013, Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui
Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, E-Journal, hlm. 5, Diakses pada 28
September 2016 pukul 10.52 WIB.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan;
suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu
ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana
diajukan oleh seorang pemohon. Sedangkan Dispensasi Perkawinan yang
tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan adalah bentuk penyimpangan secara sah terhadap
ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia minimal
Perkawinan dimana perumusan mengenai batas usia ini disusun secara matang
guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Jadi dengan demikian
dapat dikatakan bahwa penyimpangan dari pasal tersebut yakni dalam bentuk
dispensasi perkawinan secara jelas menyalahi prinsip dasar dari perkawinan
yang salah satuya yakni mencegah perkawinan dibawah umur, karena dengan
adanya dispensasi perkawinan ini justru membuka jalan bagi para pasangan
muda untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan
sehingga mendorong maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Sehingga
dapat dikatakan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinann tersebut secara tidak langsung menghilangakan fungsi
dari pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang merumuskan mengenai batas usia
minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan terhadap
pasangan usia muda dikategorikan menjadi akibat hukum terhadap pasangan
yang tidak hamil ataupun telah hamil. Adapun akibat hukum bagi para
pasangan yang tidak hamil yakni akan mendorong lahirnya perkawinan siri
dikarenakan perkawinan yang demikian adalah jalan satu-satunya setelah
ditolaknya dispensasi perkawinan agar hubungan bagi keduanya dikategorikan

sebagai hubungan yang sah walaupun hal ini dipandang sah menurut
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hukum agama saja karena tidak melalui proses pencatatan menurut hukum
negara, selain itu, akibat lainnya yakni semakin mendorong maraknya
kehamilan diluar perkawinan dikarenakan para pasangan berasumsi bahwa
kebanyakan penetapan dari hakim terhadap dispensasi perkawinan bersandar
pada si wanita telah hamil terlebih dahulu padahal tidak seluruhnya demikian
adanya. Sedangkan akibat hukum penolakan dispensasi perkawinan terhadap
pasangan yang salah satu pihaknya telah hamil terlebih dahulu yakni akan
membuat status si anak yang dikandung wanita tersebut menjadi anak luar
kawin, sehingga perihal nasabnya atau dalam hal pewarisan, perwalian serta
hubungan keperdataan lainnya putus dengan bapaknya kecuali terdapat
pengakuan atas anak tersebut dari bapaknya. Akibat yang lainnya yakni dapat

juga mendorong perkawinan secara siri guna menutupi aib diantara keduanya.

4.2 Saran

1.

Sejatinya setiap aturan memiliki tujuan yang melatarbelakangi mengapa
peraturan tersebut dibuat, seperti halnya pengaturan batas usia minimal untuk
kawin ditujukan guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur agar
tercipta keluarga yang tentram, sehat dan sejahtera. Tetapi mengenai
dispensasi perkawinan dibuat justru lebih melindungi setiap pasangan usia
muda untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum
negara, jelas hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap batas usia
tersebut yang secara tegas akan berdampak yakni mendorong perkawinan usia
dini dan membuat pengaturan mengenai batas usia minimal tersebut tidak
memiliki fungsi. Untuk itu penulis merekomendasikan untuk mencabut Pasal
7 ayat (2) yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan dengan
pertimbangan bahwa mudharatnya lebih besar apabila pasal tersebut tetap
diberlakukan karena akan semakin mendorong derasnya perkawinan usia dini
di Indonesia yang sejatinya Undang-Undang Perkawinan melarang hal
tersebut. Selain pencabutan terhadap pasal tersebut, sebaiknya pemerintah
juga memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi dan bahaya seks

sejak dini agar pasal yang mengatur mengenai batas usia perkawinan tersebut


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

55

dapat diketahui tujuan dibentuknya dan dapat diamalkan dengan sebaik-
baiknya.

. Adakalanya suatu permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan
atau pejabat lain yang ditunjuk dikarenakan dasar dari penetapan dispensasi
perkawinan ini hanya berpatokan pada keyakinan hakim dan setiap hakim
pastinya akan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu
kasus, tentunya hal ini akan membuat suatu penetapan tidak obyektif, apabila
kemudian dicantumkan suatu syarat untuk diberikannya suatu dispensasi
perkawinan hal ini juga dirasa kurang tepat karena hal tersebut justru akan
memberikan jalan bagi pasangan usia muda untuk melangsungkan perkawinan
dalam wusia yang tidak dibenarkan, sebaiknya sebelum melangsungkan
perkawinan para pasangan harus memenuhi batas usia minimal untuk kawin
agar keduanya dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sejahtera,
kalaupun pada kenyataannya salah satu pihak telah hamil diluar perkawinan
yang sah karena perbuatannya sendiri, seharusnya negara tidak kemudian
melindungi dengan bentuk dispensasi perkawinan, sudah sepatutnya kedua
pasangan tersebut mendapatkan hukuman atas pelanggarannya terhadap batas
usia minimal untuk kawin bukan mendapatkan perlindungan atas

perbuatannya itu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Baharuddin. 2008. Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis
Metodologi). Jambi: Syari’ah Press IAIN STS.

Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar
Maju.

Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Ibrahim, Johnny. 2008. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayumedia Publishing.

Kharlie, Tholabie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah
Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.

Mufidah. 2010. Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga. Malang:
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).

Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti.

Ramulyo, Moh. Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta:
Bumi Aksara. Edisi Kedua.

Rasjidi, Lili. 1991. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan
Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Roihan A. 2005. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

Rif’an, Ahmad Rifa’i. 2016. Ya Allah, Siapa Jodohku?. Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.

Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda.
Bandung: Mandar Maju.

Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro
Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup.

Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh
Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Usman, Rachmadi. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin
Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.
Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050).

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-
Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl.
Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0121/Pdt.P/2013/PA.Pdg.

Internet

Dea Agustina Suardini dkk. 2013. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur
Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. E-Journal.
hlm. 5. Diakses pada 28 September 2016 pukul 10.52 WIB.

Rini Hendari. 2014. Hubungan Faktor Ibu Dengan Kematian Bayi Di Kabupaten
Bima. E-Journal. hlm. 1183. Diakses pada 14 Desember 2016 pukul 12.00
WIB.

http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-dispensasi-
dalam-pasal-7-ayat-2-Undang-Undang-no-1-tahun-1974-tentang-
perkawinan. Diakses pada 6 November 2016 pukul 21.04 WIB.

Lain-lain

Widagdo, Setiawan. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.


http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-dispensasi-dalam-pasal-7-ayat-2-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban
Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam
Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang

Beragama Islam


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

IERIAT LR ME R TER) RS PROSR e

Tty T

EEWAJIBAN PEGAWAIL - PEGAWAI MIKAH DAN TATA KERIA FENGSSLHLE: 25ame

DELAM MELAFSAPAKAN -FERATURAN-PERUNDANSG - UM DANTGALL - IRRAEAMAAS,

p BAGI YTANG BERAGAMA 151 an

bl PP T L S B

MENIMBANG : |, Bsahws taa cara penczatar nikak, ek dan rujuh vers Seeyitdn Frgom e

MENGICAET -

catar Miksh, berhutung dengan berlactunya Persturan Pemerintal Mo 5 rahus
1973 ientang pelaksanaan Unding - enderg -Ne. | mshon - 1574, - mii -"eewarn
Menser! Agama Mo, -1 wahua AFED vemoam g eevwr piln S et e goeu e
Niksh dilam melabsanakar Undang - undang Mo, L2 tabun f84£  Usding-
-wadaag Homwe. - | -Ji-tahe. - PRS- eeed-abivadmi:
Rilwaz it boliraems ppalsbomss: - e ~Peanobse, dmos: . F i
AR camene. sl dten- Mndmeg ![‘iﬂiﬁ#;p-!rﬁwirﬂ.ﬁ:. Pz, 1s swdoar, TS, e
<y sje PRaapEEiac Sgera pci] oS TR ..

. :ihmttﬂﬁﬂuﬁfs%ﬂﬁ- R T *'?'l'h-.

Peranrcs *Eenrertontn T Hamor™ s Gites | 1R

Fireang . niiee, We. TITeahin. 906 i | indang o ndane, Mames T sl RCE

Usdang - undare_ Nemo- |4 eahun 1970

Staathisad Tehun. 1582 M. 152 e Y27 Me. &40 ME

Staathlaac, 1937, Moswpe. . 438,

7.  Peratwran Pemerinfibh Nomor o #5 oadun SO0

()

i il

MEMUTUS K AN !

Desgar mencibut : |). Persturan Menteri Agama Mo | tahun |95
i). Permurin Menteri Agsma Mo 7 tshun 1954,

MENETAFKAN ; “Ferateran wrtang kewajitan Pegawai Pencital Niwh dan Tata Kerja  Pengaifan

() a

B n

Agama®, sebagal berikuc :
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KETENTUAN UMUM

Pasul i

Yang diraksud dalesm Permturin inl dengan :
Fegiwal Pencatar Nikah talsh Pegawai Negeri yang dungiat berdasarkan Undang - undang
No 12 mbun 194 pada tiap - tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kepala Pegawal Pencatne Mikah ialab
Kupaia Subk Sekst Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Mabupaten | Koamadys;
*3 NTH inah sebsgaimars yang diatur tecsendirl dalam Persturin Menteri Agama,
Pengaddan Agama wlsh -
Fengadidan Agama di jawn — Madura, Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan
Agama ! Mahkamah Syari'iyab di lusr Juws Madura;
Kepalz Dess nlah Kepala Desa, Kepala Eampung., Kepala Megeri ntay set ngiar dengan A,
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(1.
(2).

("
2.

3,

(n.
(25

3, Akte Nikah|(alahcAkes (Paskawinan) sobagsibiand Cditantukan —oleh pasal '12 dan 13 P, P. No,
9/ 1975 yang disimpan oleh Pegrwal Pancatar Mikah:

b. Buku Pendafraran Talak, latah Buky rang disediakan untek percatatan Talak yang disimpan
oleh Pegawai Pencatat Mikah;

€ Buku Pendsfraras Corsl, lalsh kutlpas dast Buke yang disediakan uncek pencataran Ceral yang
disimpan oleh Pegawal Pen-atar Mikay:

d. Buku Pdndaftaran Rujuk, ialah Buku rang disediakan untuk pencatatan Rujuk rang disimpan
oleh Pegawsl Pencatar Mikak;

». Balai Mikah, miny Bangunan yang diperuntukkan pafaksanaan Nikah dan Penasehstin Perkawinan:

i leln Pengadilan Agsma, lalay penetspan Yang bacupa izin untuk calor mempelsi yang belum
mencapat umur Il eahun yang dikeluarkas oleh Pengadilan Agama:

§- Dispensasi Pesgadilan Agama, ialah penecapan yung berups dispensasl untuk calon suaml yang
belum mencapal umur 19 mhun dan stau calon isper| yacg belum mencapal umur 16 tabun
ysrg cikelusrkan oleh Pengadilan Agama:

h.  Min beriscerl lebth darl secrang darl Pengudtian Agama, alah panetapan yang berupa zin
beristeri lebih dari seorang

Pasal 1
Pegawal Peacatat Miksh dalam wmgasnya mengawast | mencacar Nikah, Talsk, Cerai dan Rujuk di-
bantu oleh Pegawal pada Kantor Urusan Agama Kecumsean,

Dengan tidsk mengurang! ketentuan dalam pasal | avac (3} UU No. 22 whun 1946 apabiia Pega-
wal Pencatst Mikah barhalangan hadiir acav vidak ads, pekerjaannya dapat dilakukan oleh Pegawal
Kantor Urusan Agami Kecamatay yang ditinjuk cleh Kepata Bidang Lirusan Agama lslam Propinsi,

Fazal 3
Orang yang headak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat ketsrangan darl Kepala
Desanyn mumsing - maslvg menuro: contoh model Ma | Tra:

Orang yang tidak mampu harus puls membawa ™ Surac keterasgan tidak mampu ™ dar| Kepala
Desanya.

Pacgal 4
Kaum yamg menyertal dalam permeriksaan Mikah dan atay Rujik lalah ksum darl Dasa Tempat
tinggalnya cilon firerd;
Bilamana kaum berhalingan atau tidak ada, maka diwakili oleh wakil Kaum atay pegawal desa

lainnyag
Kaum mencatat dengan teliti kohondak alkah dan rujub ivs dalam buky kasm menurut model Nb Rb.

Pasal L

Orang yang hendak menikah memberitahulkan kehendaknyr kepada Pegawal Pencatar Nikah
kepada P3 NTR. yang mewilayah tempat dilangsungkannya agad nikah.

BAB N

PEMBERITAHUAN
KEHENDAK NIXAH

Pasal &

Pemberitahusn dilakukon secara luan oleh alon mempelal atau oleb orang tus acau wakilaya:

Apabila karens sssustu alazan yang syah, pemberitabuan kehondak mealangsungkan pernicahan secars
lan ito cdar munghin dilskakan, maka pembericahunn dapat dilakukan secara tertalls, dengan
membust surst pemberitahuan menurut model P, |,
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EABR -

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasasl 7 ’
Pegawal Pencatar Nikah arae P3 NTR rang manerima pembericshuan kehendak nikah mee

merika cflon suaml, calen iiter dan wall nik:h, tengang ady staw tidak adanya halangan pernikihan
ity dilangsungcan baik halangan karena melanggar huksman munskahat atau kareta melanggir Peraturan
Ferunéang-uncangan tentang parkawiiar,

(.

(2)-

.
(5).

in.

{2).

{3

(.

(5.

(6}

FPasz|l B8

Sefalt surat keterangan sebigaimams dimaksud dalam pasal 3 ayae (I}, maky didalam pemeriksazn

diperickan pula penelitian terhadap:

8.  Kutipan akta kelahiran atay surst kenal lihir cafon mompalsl. Dalam hal idak ada skia ke-
ahiran arau surat kenal lsair, dapat dipe-gurakss surat keterangan asal. wsul calon memgpelal
yarg diterikan oleh Kepals Desz, menurue model NE

b. Persecujman calen mempelal schagal dmaksud pasal & syac (i) Undang- undang No. | wahun
1574

€ Surat Ketersngan tentang orang tes (Ibu-bapak) darl Kepah Desamya memurut model Nh:

d. Serar e Peogadilan Agarra sebagal dimaksud Pasal & ayac (5) Uncang - urdang Mo, | tahun
1574 bagl czlon mempelai yang belum mencapai umur 20 whun;

e,  Surm mptmﬂ dar Fengadilan Agama, hﬂ calen quami yang belum mencapal umusr 19 rahun
dan bagl calon usterl yang belim mencapal umur 16 cahun:

. Surm |2in dari Pejabar menurut Peraturan yang berlaku baginps, jiks sslah seorang calom
mempelal stu keduanys anggasia Angkatin Bervenjaza,

E.- Ssrat keierangaws Fejabat yang berwesang mencatat porkawninan tentatg ada arau tidsknya
halangan meuikah bagi esion iatari karan: perbeduan hukum dan ssaw kewarganegarain,

Bagi suami yang hendak beristeri lobih darl seorang, harwy membaws svrat izic dari Fengadilan

Agama,

Bagi duds | janda yang hendak menikah lagl, harus membawa -

a. Kurtipan Buks Pendsfrarsn Talak, Kutipsn Bubky Pendsfiaran Ceral atau

b. Serst kematian suami | steri ying dibuar oleh Kepals Desa yang mewlayshi tempat tinggal
Blal matinya menuret contoh model Nd,

Jila surac talak, sursg cerml, rusak atu hilang. maka diminca kutipan [dwllknn;l wau keteranpan
lain sebagumana diatar dalam pasal 39 peraturan ini,

Apabila Kepak Desa tidik dapa: memberikan keterangan kematizn karera tidak menerima liporan-
nys, dspa: diberiban keszrangan lain yang sah.

Fazal 9

Hesil pemeriksaan ite ditulis dan dicands tangani olah Pegawsi Pancstst Miksh stsu P3 NTR dan
merakys ying berkepantingan dalam dafiar peneriksaan olkah menurut costoh yang ditetspkan
olech Memteri Agama.

P3. NTR membusc daftar Pemeriksaan nikah itu ranghap 2 ([dua}, sehelai dikirim kepada Fegawal
Pencatat Mikah yang mewlayahitya bessrta swiat - surit yang diperlukan dan yang lain disirapan.
Calen swami, calen bteri dan wall nikah, masiig - madng mangic ruang nomor L 1V dan V' arl
dalear pemeriksass nikah, sedang ruang - ruang lainnya dilsi oleh Pegawal Percatat Nikah ataw
F3 NTR.

Apabila merecs tidab pandal menuclis, maks rusng W1, 1Y dan V ku diisi gleh Pegawal Pencatac
Mikah araw P3 NTR

Pergir man lembar pertama dafoar pemeriksaan nibah pleh P1 NTR 4ilakukan selambat - lambatnya
15 (lima belas) hari seswdah akad nikak dilangiunghan

Apabily lembar psreama darl daftar pemeriksaan rnikah ity hilang, maka oledr P3 NTR dibuatkan
galinan dart daftar lembar hl:ll.ﬂ. ﬂ-lihﬂ"l berits acara tentang sekab . whab HI“I“"‘
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(3.

(4).

(1

(3).

%

Passl 1o

Apablla clon suaml atax wal nikah karena Bericmpat tinggal difyar daeesh; cidik hadiic uncuk
diperiksa, maka penerikiaan padanya dimintakan perwelongan kepada Pegawai Pencitar Nikah asau
PI KTR pang mew layakl tempat tinggalaya

Pegawsi Fancarst Nikah atau P3 NTR inl, memerfksa calon suami atau wall nikah, fou kemudisn
mengirimkan cafrar pemeriksaanniya kepada Pegawi Pencstsc Nikah stau F3 NTR yasg bersangkutan,
Apskila ternysta diri hasil pemeriksaan itu terdapat hatargan pernikahas mengrut hukum zgama
atau peraturan perandarg - undangan tentarg perkawinan dan atsu belum dipanchl parsysratan |
ketentuan tersebut dalam 3§ perawuran Inl, kesdaan Ky segera dibe-feahekan kepads calon susni
dan wall rikal atay wakilnpa oley Pegawal Pencatac Niksh atau P3 NTR menurut model FL,

Paswul i

Calon suami isterl dapss mengadikan perjanjian sepanjang tidek be-tentangar dengan hukum jskar,
Ada atau cidak sdanya serfanjlan itu dicatat didalam dafrar Pemariksaan Nikah,

Perjanjlan yang tersebur ayat (1) pasal ini dibuz rangkap 3 (vga) diacas kervas bermeceral menorat
poraiuran yarg berliku. lembar pertama din kedua masing - masiog dipegang suami isteri dan lembar
ketiga disernbhkan kepada Pegawni Pencatat Miksh wrtuk disimpan,

Perjanjlar yang beiupz taklik - talak dlanggap syah kalas perjasjisen v diucapizn dan ditanda
tanganl cleh suami setaah akad rikak dilangsungkan,

Stghar taxdik - talak ditentukan ckeh Mence-l Agama,

BEAB IV
PERSETUJUAN, IZIN DAN DIPENSASI

Pacsal 12

Pernikahan harus didasarkan atss persecujuan kedus calon mempalsl.

Seorang calon menmpelal yang alkan metanpsunghan pernkabas bdum mencapal wmur 21 tahan
harws mendapat ir sebigaimana dimaksud pasal 6 syac (), (3) (4) den (3) Undang - undang
Nemor | Tahun 1774,

Przal 11

Apahila ecearang calar wuani belum mencapal umur 19 tahun dan calen literi belum  mencapal
umur 16 tahen hendak melangsungkan pervikahin, harus mendipat dispersasi darl Pangadilan Agama,
Parmohonan dicpaccasi nikah bagl mereka versebut pada ayar (1) pasal ini. diajikan oleh kedua
ararg tuz pris maupun winlta kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat cinggalnra.
Pengadilin Agama satefaslh memoriksa dalam p-uuld;w-sm, dan berk=pakian bahwa terdapac hal-hal
yang memungkinksn untuk memberikan dspensasi fersebar, maka Pengadilan Agama mambecikan
dispensasl nikah dengar suaw panetapan.

Salinan penceapan itu dibuat dan diberikan kepada pemobon tntuk memenuhi pecsyaratan melang.
sungkan parnikahan,

Pasal 14

Apabila eorang seami bermaksud untuk Eeristeri lebih farl seorang, maka ia wajib r-erlqullm
permohonan secari ter-ulis disertal alasan - alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilapahi
tempar tinggalaya dergan membaws kutipen akte Oikah yang terdibulu dan surar - surat hin
yang diperlakan.

Pengadilan Agama kemudian memariksa hsl - hal sebagaimana yang dlater dalam pasal 41 Peraturan
Pemerintah Mo, ¥ Tahen 1575

Pengadilin Agama dalam melakakan pamarikssan harus memanggil dan mendengar keterangan
lsrert yang bersanghutan sebagaimana distur dalam satal 42 ayat (1) Persturen Pamerintah No. 9
1975,

Ajabila Pengadilan Agama berpendapat batwas cukup alwan bagi semohon wntnk baeristerd lebih
dari seorang, maks Fepgadilan Agama memberikan putwannya yang berupa izin wntuk bermenri
lebih dari seerang kepsda pemohon pang bersanghutan,
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Paualll|\/i8
Peégawal Pencatar Nikih atau P2 NTR dilarsng mefangsungken, membanty melansunghan

mencatat siau menyaksikan pernikahan sebelum dipanyhl pereyaraman untul melangsungkan pernikatisn
scbagaimana distur dalam pasal B, [2. 13 dan [4 Permuran Ink

(1.

(2.

().

(3)

(4}

[

(2.
2.

(1

(3)
)

Pacxl &

Apsbila salah ceorang calon mempelai beragama lslam yang berkewargs negaraan Indonesia hendak
melingsunghan perkawinan campuran, diperiukan surat keterangan dari Pegawsl Pencatat MNikah
yang mmhphi vempat tinggaloys sebagnimana dimaksud pasal €0 Undang - undang Perkawinan,
Surat Keterangan sebegaimara dimaksud ayat (1) pasal n diperukan jugs bagl calen mempelal
yang beragama hfam yang hendak melsngsungkan perkawinan tidak menuruc Agama lslam,

BAB V
PEMOLAKAN EEHEMDAK NIKAH

Pasal )

Sotelsh disdakan pemerikizan dan tercyats tidak memenuhl syzreat - syarsc yang tefah ditentukan,
maka Pegiwal Pencatat Mikah atau P3 NTR diharuskan menolak pelakiznaan pernikahan dimaksud,
dengen memberikan surat perolikan kepada yang bersanghutan serta zlasan penolakesnnys, menurut
cortah model P3,

Atas perclakan sebagal dimakiud ayat (1) pasal Inl yang bermanghkutan dapat mengajukan keberatan
terhadap perolakan tertebur kepada Pengadilzn Agama yang mewilayahi vempar tinggalnya
pergadilan Agama memeriksa perkara perolakan ko dengan acara singkat untwk memberikan ke-
tetapan, apakah la akan menguatkan penclakan itu stauksh memarintahkan agar supays pernikahan
dilangsunghkan,

Pegawal Pencatat Niksh atau P3 NTR diharuskan melakianakan pernikahan sebagal dimaksud ayat
(1) pasal ini, spablla Pengadilan Agima memerineshian pelaksanaannys.

Pasal Ia

Apsbila Pegawal Pencatar Miksh arau P3 NTR tidak memberikan surat keterangin kepads calon
mempeisl sebagaimana dimaksud patal 16 Peraturan inl yang beruangkutan dapit mengs|ukan ke
barsrannys kepads Pengadilan Agamz yang mewilayahi tempat vinggalnys

Fengadilan Agama memerikz perkara penolakan ity dengan acara singkat umtuk memberikan ke-
terapan ada srav tidak adanya alasan penclaksn tersobit,

Apabila ternyata penolakan ltu tidak beralasesn. maka Pengadilan Agama memberikan keputusan
sebagal penggantl keterangan tersebut pasal 16 peraturas inl

BEAB W
PENGUMUMAN KEHENDAK MNIKAH

Pasal 19

Pegawal Pencatst Mikah mengumumkan pemberitahusn kehandak niksh, serelsh segals persysratan/

ketentwan dipenwht dengan menempeikan pengumuman menurut model MNe,

Perngumuman ditakukan ;

a, Dikantor pencatatan perkawipan divempar pernikahan skan dilangsunghan,

b. Dikantor | kantor - ksntor pencatatan perkawinan cempar kedaman masing - masing calon
mempelal

Penempelan surat pergumaman ity dilikukan pada tempat yang mudah dibses oleh umuom.

Surat Pangumuman ity selama |0 (sepuluh) hari sejak ditempelkan, tidak boleh diambil atw di-

robek.
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BA B VI
PENCEGAHAN FPERNIKAHAN

Fasal 320

(1). Pernikahan dapat dicegsh, apabila sda piksk yang Cidsk memenihh Tres opeess untuy moanpe
aungkan pernfkahin

(2). Pencegahan perntkahan éapar disjukan ke Pengadilan Agama dalam deersh frohem e perifinen
skan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalsm garis ketursnan |urus keatz: dan kebowsd, -wii
Alkab, wali. peagapu dark saloh scorang alon mempelai das pihsk . pibak yang berkepeitingas.

(3). Pengadilan Agams memberitehuban kepads Pegawai Percara Mikash s B3 NTE MADP Dermng-
kutan tantssg sdirga pammegbar woredve dun Baguwn. Bacsgan "ihch sqca- T2 NTR. cremvbesizo
bukan adanys permonomn pencegihan perrikihan kepada masing - MR TR Teroapaer,

(4). Pencegahan pernikahsn dapar dicabat dengan putusar Pengadilen Agama stay dangwn el v
bali permohonan pencegshan pada Pengadiln Agama oleh yang mencegah,

(5). Pernikahan tdak dapat dilsngsungkan apabila pencegshan belum dicabut.

Fazal 12)

Pegawni Pencarar Niksh stau P3 NTR dilarang melengsungkan sernikshes 3tey membenrg:
melangsungkan pernikahan blla ia mengetahul adanys pelanggaran dari Keteiwwan T - WATRL. TN
kahan, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

LA S i

AKX AD HMIEAH

Fraxr

(). Pegawal pencacat Mikah atau P1 NTR tidak boleh meluluskan akad nikah tebalum lampau 10
(sepuivh) hasi keria sejpk pengumuman whagal. dimakuul nasal 13, Paestiran., Inl.

(). Pengecunlian rarhadap janghs waktu tersebue dalam syae (L dicebablan sessars aasan yang pEn-
ung. diberikan oleh Camat atis namz Bupat! Kezpala Daeran.

(3). Dalam kesemparan wakou |0 (sepulvh) hari sebe=ium Fegawai Percatar Nikah arau FI NTR mealy-
liskan akad nikah, ealon suami lsteri seyogyany:s mardapat oacebac peckawiran divri Sadan  Pana-
sehat Perkawinan [BF4) serempar,

Pazal 3

(1) Akad alksh disngiungkan dihadspar Pegawai Pencacar Miksh seay P32 NTR rang mewilayahi tzm-
pat einggal aalon ceri dan dhadicl oleh dun orang saksl,

(). Apabilz akad nikah akan dilsiaanakan diluar ketentuan syat (1) pasal imi, ks caloc mempelst
say wallnys bervs  sembeitshubon Yagedo Fagowct Favesem MERsd vane mewviegahl ceepat
tinggal ealon isterh

(3). Akad miksh dilakuksn oleh wali gendirl st diwakilikan kepada Pegawal Pencatar Nikabh amse P
NTR amu orang liin yang mewrut Pegawal Pancatat MNiksh aeas P3 NTH dianggap memenuhi

Srarsl - 3yarain )

Paaal 224

(1). Akad Niksh dilakukan di Balal Niksh stau di Mesjid yang ditentukan oleh Pegawal Pancamar Nicah
atau PE MTH,

[2), Atas permintaan yang bersanghutan dan mendapat persecujuan Pegawai Pencitat Mikah ataw P13
NTR. akad nikah dapat dilakokan dhempat fmn didalam wihlayahnya,

(3] Dalam Ral aksd nikah dilangiinghan diluar Balai Nikah didalam wilayaheys, halaman eerskhir Daftar
Femeriksaan Nikah diici dan diands eangani oleh Fegawsl Perzatat Miksh amau P31 HTR dan
masing - masing yang bemangkutam.
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().
(2)-

{2}

{1}

@).

Onghes jalan bagi, Pegawdl Pancatst- Mikah atad  #1 NTR- untak menghadicl skad Nikah diluar
Balal Niksh, dibehankan kepada orang yang bersangkutan menurut Peratursn ypang dicetaphan oleh
Kepals Kantor Wilaysh Departemen Agama, stas wigl Kepals Bidang Urusan Agama lslam dangan
persetujuan Guberpur Kepala Daersh secempat, '

FPasal 25

Pada wakeu skad niksh, calon suaml dus wall niksh wajib datang sendirt menghadap Pegawal
Pencatat MNikah azau P31 NTR,

Apabila cslon suami staw wall nikah tidek hadiir pada wakiu akad nikah disebabkan kesdaon
memeks:, maks iz dapat diwakill eleh orang lain

Waktl ftu dikustkan dongan surat kuasa yang disyahkan oleh Pegawal Percarat Nikah atau P3
MTR yang duhulu memertiss, sty olel Perwskitan Mogara R setempat, apabila calon suami atms
wall nikah berada diluar Negori.

Pasal 26

Apabila pads wakia pemeriksasn pikab caion suami [steri tefeh menyetujul adanys taklik wisk
sebagal dimaksudkan pasal Fi ayat (3} Peraturan Irl, maka suaml mengucapkan don menands ta-
ngan| eaklilc talak yang walah disecujuinya Ity setslsh akad nikah dilangsungkan,

Apabils wakiy akad ntksh suam| mewakilkan gabul kepads orang lsin, makx caklik ctalak o di-
prapkan oleh suami diwakru lain dimuka Pegawsl Pencitat Nikah atu PJ NTR wmpat akad nikah
dilangsungkan atau yzng mewilayahi cempat tinggainya,

(3) Apabila dalam permertksaan nilah tefsh ada persetujuan adesys takhik catak akan tecapi sovelah shad

(4.

(.

(2.
)

().

()

niksh suami cidak map mengucapkannys, maka hal inl segera dibecinahuken kepada pthak literinya,
Fihak lsteri berhak mengsjukan kepada Pengadilam Agama ager persecujuan tentang adanys caklik
talnk ditepati oleh suaml,

BAB IX

PEMBATALAN PERNIKAHAN

Pazal 17

Apabils pernikshan telah berlangiung kemudian ternpaty terdapat larangan menurut hukum muna.
kahat utau peraturan perundang - undangan tentang perkawinan, maks Pengadilin Agama dapm
membatalkan pernikahan tersebut atay permohonan plhak - plhak sebsgsi dimskiud Pasal 23 Undang-
whdang MNe: | wahun 1974,

Fermohonan pembasalan swaty pernikahan disjukan ke Pengaidilan Agama dalam deerah hukum
dimany pernikaban dilangsungkan ataw dit=mpat tinggal keduz svami (sterl, swaml swau hcerl
Tata cara pengajuan permohonan pembactalan pernikahan dilakukan sesval dengan tata cara penga-
juan gugatan percerzian.

BABR X
PERCERAIAN

Suami yang hendak menjuruhlan tatak, sebagaimans dimakiud dalam pssal 38 huewl b, pasal 39
Undarg - Undang Perkawipan (0 pasal 14 5. d. pisal 18 Persturan Pemerinabh No. 8 | 1975, mem-
beritahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agamia yang mewilayahl tempatr tinggal-
iy, disertal dengan alasan seria memints ager disdabsn sidang univk keperban fto

Pengaditan Agama mempelajari 51 surar yang dimaksud dalam ayat (1) passl ind dan dalam wakiu
selambat - lambataye 30 (tiga pulub) hari memanggil pengirim surat dan |jugs seerinyn untek me-
mints penjslasan tentang segila smsuatu yang berhubungan dengan keherdsknys itu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3)

(4).
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).

.

).

{1).

{2).

(3).

().

(1.

(3).

.

Pengadilan Agamz ' icrelah mendzpar penjelaian tencing maksod ealak irw, 'bervizha mendamalkan
kedus belah - pibak dan dapar meminca bantuan kepada Badan Penasehi: Perkawinan dan Penye-
lesaian Perceraian (BP4) setempat, sgar kepada suimil - litert dinssehati untuk kidup rukun lagi dalam
rl.lrl'llh l:l.n-m

i

Pengadilan Agama setelah mamlperhull:m hastl ussha BP4 bahwa kedua belsh pilhak tidak mung-
kin bgi didamatkan dan berpendapac adanya alzsan untuk tafac maka diadskan sidang untuk me-
nyakiikan talak dimaksud.

Suami mengikrarkar calaknya didepan sidang Peagadilan Agama dengan hadlemya Isterl stan kua-
sanyr dan menandas tangani surst terar tersehut

Sesmit setelah dilakukan sidang den suaml mengikrarkan talekyye, Ketus Pengadlian Agami mems
buat surat Keterangan tentang cerjadinya calak rangksp empat, helal pertama besarea swrit fkrar
talak dikicimkan kepada Pegawal Pencatar Mikah yang mewidayahi tempat tinggal susmi untek
dizdikan Pencatacan, helsl kedus dan kexiga mming- masing diberikan kepada suami dan isteri dan
helsl keempazr dirimpan oleh Pengadilan Agsma.

Suaml leerl atiu keasanys dengan membawa surat koterangar tentang terfadinys talak darang ke
Pegawal Pencatat Mekah yang mewllayahi tempat tinggal suaml anctuk mendspatkan Kutipan Buku
Pendaftaran Talak.,

Apakita Pegawal Pencatar Mikah vang mewilayabi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawal
Pencarar MNikah rempar pernikahan marcks dilangsungkan, maba satu helai serac keterangan dimak-

sud spar (&) pasal inl, dikirimkan puls kepada Pagawa Pancatiear Mikah wempat peckawinan di-
langsungkan.

Pasal 29

Apablla ralak ltw terjad|, maks xutipan Akta Mikah masing - masing susmi fitesi dicaban oleh
Peagsdilan Agama ditempat talak ity terjodi dam dibuat catacan delam ruang yang tersedia pada
kuripan Akta Mikah tersebur, babwa yang bersangkutan telan menjacuhkan | dijarahi ealsk,

Catatan yang dimakiud pada ayat (1) pasal inl, berisi cempar terjadinyas ealak, tanggal tlak di-
ikrarkan, nomor den wanggel Surat Kecerangan sencang Terjedinya Talak, dan tanda rangen Fanitera,

Pasal 0

Perceraian yang dilskukan dengan putusan Pengadilan Agama idalah percerasian yang berdasarkan
EURTL I“F‘ﬂ perceralan,

Pengadilan Agama dalam seclap kesempatan brrusaha mendamaikan kedua belah pikak dan dapat
mines bamtuan kepada Badan Pumaschat Perkawinan dan Panyaleisian Perceraian {BP4) sexempat,
Bila I:erj..dl Funil:r-hn. maka tidak leIL diqukln |l‘| Bugatan percarsian yang baru bardasarkan
alasay - alasan yang sama,

Tata cara perceraian yang berhubungan desgan gugatan, dilakukan zebagimana diatur dalam pasal
I'? sampal dengan pazal 36 Persturan Pemerintah Mo, 9 tahun 1975,

Suaty perceraian danggap terjadi beserta akibatnya terhitung sefak |atuhnys putusan Pangadilan
l'lnl yang telah mampunyai kekustan hukum FaNg tELip,

Pasal 3l

Panitera Pengadilan Agama segera setelsh perkara percersian ltu dipututkan menyampalkan salinan
wural putusan tersebut kepada suami lsteri amu kuasanya dengan menarik kutipan Akrs Miksh
darl masing - masing yang bersangkutan

Panitera Pengadilan Agama selarmbat - lambatnya 7 (tujuh) harl secelzh percearalan diputusksn me.
nyampaikan putusan yang telah mempunyal kekustan hukum yang tetap iw kepada Pengadilzn
Megert untuk dikukuhkan,

Panimra Pengadilan Agama berkewajiban megirimkan cara hela| wlinan  putusan Pengadilan Aguma
yang telah mempuiyal kebuatan hukum yang tetap | yang telah dikukuhkan tanpa bermeteral kes
pads Pogawal Pencetar Miksh ywng mewilayahi tempa: tinggsl isteri wntuk disdskan pencatacan,
Pankdera Pengadilan Agama membarikan salinan-salinan  potusan yang celah mempunysl  kekuacan
hukum yang tetap /yang telah dikukuhkan itu kepada masing-masing suami isterl stau kuasanya,
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(5)

(6).

(!}

(2.

)

“

)

{l}.

(1

@)

(3).

Swami isverl mrad | kaassny G2hgin wembawa salinsh/ (putbsan | tersebia ayse (1) pasal ini, daang
kepada Pegawal Pencatax Nikash yang mewilayahi tempar tinggal isteri untuk mendapathan SURAT
CERAL 3

Apabila putusan perceraian terjadi sebagaimana tersebut pada ayar (4) pesal Iel, Panitera Penga-
dilan Agams membuat catatan dalam ruang yang tersedis pada Surst Nikak yang bersanghkatan,
bahwa mereka telsh bercerai

Cataten yang dimaksud pada ayax (6) pasal ind, beris! tempst terjadinga percersian, tanggal per-
ceralan, nomor dan tanggsl surst putusan, dan eande tangan Panirera

Apabils Pogawai Pencatar Mikah yeng mawitayah tempar tinggal neer| berbeda dengun Peguwal Pancatst
Mikah tempat Parpikahsn moereka dilangsungkan, maka satu helal salinan putusan Pengadilan Agama
sebagaimara dimaksud ayae [ 3) pasal ini, dikirimhan puyla Rcpada Pegawal Pencatat MNikeh yang
mewllayaki tempat Pernikahan dilamgiunglein, dan bagi Permikaban yang dilsngiungican diluar Ne-
gori, salinan ite disampaikan kepads Pegaws: Pencatar Nikah di Jakarta, yang skan distur kemudian,

BAB Xl
RU UK
Pasal 31

Suam| yang hendak merujuk isterinys datang bersarna - sama lsterinya ke Popawal Pencatat Miksh
atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal isverl, dengan membawa surat Talak den surat ker.
tecangan |3in yang diperlukan,

Kutipan Buku Perdaftaran Rujuk dilskukan dengan persetujusn lsmer| dihadapan Pegawal Pencatac
MNikah st F3 NTR,

Pegawal Fercatat Miksh staw P3 NTR memerikss dan menyelidiki apakah mwami yang skan mers-
jule jtu memenuhl sparat - gyarat mervjuk menuret hukum munxkahat  apakab rujuk  yang akan
dilakulesn Ity masih dalam iddah ealsk raja’ dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adaish
belkss (wrerinya.

Cetelsh ity wwami mengueapkan Rujulenya dam masing - masing yang bertangkutan beserta saksi -
saksl menanda tangani Bukw Pendaftaran Rujuk.

Serslah rujuk Ity dilaksanakan, Pegawsl Pencatat Niksh atauw P2 NTR menasehatl suami lsteri
temmang hukum - hukurmn dan kewajiban mereks yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 13

Calam bal rujuk dilakukan dihadapan P31 NTR Daftir Rujuk dibust wanghksp 2 [dua), diiei dan di
tards tangan! oleh masing - mailng yang bersangkutan beierta saksl - saksl, seheli dikirim kepada
Pegawal Fepcatat Miksh yang mewilayahings, divertal surat  surst ketecangan yang diperluban
untuk dicatat dalam Buku Pendafraran Rujuke dan yang falm disimpan.

Fengiriman lembar persama darl Dafear Rujuk cleh P3 NTR dilskwkan selambat - lambatnys 15
(liwa belas) harl sesudah rujuk dilakukan

Apabils lembar pertama darl Dafrar Rujuk ite hilang. maka oleh P3 NTR dibuatksn salinan dari
Daftar lembar kedus, dengan becita scara temtang schab - sebab hilangnya,

Faual 34

Poguwsi Pencatat Mikah membuat Surst Ketertngan Tentang Terjadings Rujuk dan mengirimkan-
nya kepada Pergadilan Agamas ditempat berlangsungnys talak yang bervanghutan: dan kepada suami
dan ixterl masing - macing diberikan KUTIPAN BUKU PENDAFTARAMN RUJUK menurue sontah
yang ditctapkan oleh Menteri Agama

Swami iscerl atau kussanya dengan membawa Surst Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama
ditempat berlangsungnya talak daholy untuk mengorus | mengembil Surat Niksh masing . masing
yang bersangkutan setelah diberl catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedin pada
Surat Nikah tersebut. bahwa yung bersanghburan telah rujuk.

Catsran yang dimakeud syat (2) pasal ini, berisi tempat gerjadings rujuk, tanggal rujule di-lkrarkan,
nomor dan tnggal Surst Rujuk dwn tanda - tangan Paniters,
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BAB | XE
PENCATATAN NIKAH, PERCERAIAN DAN RUJUK

Pzsal 3E

Pegawsl Pencatat Nikah mencarar Niksh yang dilsnpungkan dalim wilayshnys dalvm Akt Mikah
menurvt contah yang dtetapkan ofth Mencerd Agsima, y

Sesast satelsh akad nikah ditangsungkan Akca MWikah dicands tangan| oleh Pegawa Pencscac MNikah,
summl, isterl, wall nlkah dan sakcsl - aksi

Fegawai Pencatat Nikah membuat Akea MNikah rangkap 2 (dun) halal pertarma dis'mpan oieh Pe-
gvwal Pencarst Nikah, helal kedua disampalkan kepada Pengadilan Agama yang mewilayihi e mpat
dilangsungksrnpa whad niksh,

Kepada suaml dan isteri masing - masing dibertkan kutipan Akta MNiksh memirut sontoh yung di-
tetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 35

Pegawal Pencacar Miksh rang mewihyah! tempat cinggal suami yeop menerima Surae Keteraagsn
Tentang Terjadinga Talak dari Pengadilen Agyma sebagarmana dimaksud dalam  ayac 6) pasal 28
Parstwran fnl, mencarar terfacingg talak it dalsm Buku Pendafcaran Talak manurer cormoh  yamg
ditetapkan oleh Mentert Agame,

Buku Pendafturan Talak dicands - tangani oleh Pegawa Penaatat Mikah dan mazing - macing ying
bersangcutan beserrs saksl - saksi,

Pegawai Pencatat Nikah membust Kutipan Bukyu Pendafearan Talsk menurut contoh yang dicetap-
kin olen Mengeri Agama dan memberikan kepads masing ~ masing swami issar,

Passal i7

Pegawal Pancatat Mikah yang mewilsyshl cempar tinggal keerl yang menarima smlinan prutusan
Pengadihin  Agama sebagaknana dimalksud apat (3) pssa’ 31 pecstican bl meancrat putusan  carm
it dalam Bubu Pendsfemran Ceral menuru: eontsh yang dieweapkin aleh Menteri Agama

Buku Pendaftiran Cerai ditands - tangani cleh Pegawal Pancir Nikah dan mating Mising ypang ber-
sanghutan besarta saksi - caksi.

Pegawal Pencacat Mikah membuat Kutipan Buky Pendaftaran Caral menurut tsntab yang dicetap-
kay oleh Menceri Apama dan memberikan kepada masing - maiing seaml Iscerl

Pasal 38

Pegawai Pemcatae Nikah yang mewilayahi Tempat tinggsl hiterl, mencatat rujuk yang dilangsungkan
dabam wilayahnys dalam Buku Fendifraran Rujulk menurut contoh yang ditetapkan oleh Mentert
Mpamma,

Dalam hal rujuk dilskukss di Balai Hikah, Buku Pendsftaran Rijuik dicanda cangani oieh Pegawai
Fencatat Nikah dan masing - masing yang Bersangkwtan beserta saks| - saksi

Pegawai Peancatat Mikah mengerjakan apa yang tersebuz dalam passl 34 Peraturan ini,

BAEB X

KUTIPAN AKTA NiLAH, KUTIPAN BUKL PENDAFTARAN TALAK,
KUTIPAN BUCU FENDAFTARAN CERAI DAN ELTIFAN BUKL
PEMNDAFTARAMN RUIUK YANG HILANG ATAU RUSAK.

Pa:al 39

Apabila Kutipan Akt Niksh, Kutipan Buku Pendsfraran Talak. Kutipan Buke Pendiftaran Carsi
dan Kutipan Buku Pendsfezran Rujuk bilang atauw rusak padahal diparfukaens, maka @rang yang bers
:am.lmrtm dapst mints duplilear (OPRE - turat it kepada Kanoor yang dahelu mm'glm“.n
Untuk mendapatkan dyplikat surat te tidak dipungut bays keeusl ads persturan lain,

Duplikat wrat-surst ity d bububi maceral menurue peraturan yanp beriiku,
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(9. lka Kamtor yanhg dahulu moedgeloarkan sisat -qurat| e tidak Biia membuse duplikstnya disebab
kmn catatannya telah rusak atau hilang atau karema sebab - sebab fain, maka uwniwk menetophan
sdanyn mikah, talak, ceral gman rujuk, harus dibuktiban dengan keputusan Pengadilan Agama

BAB AV

DAFTAR DAN BUKL FENCATATAN MR,
SERTA PEMYELEMGGARAAMNMYA,

Parnl 40

Pada txp Ksntor Urutan Agama Kecamatan diseluruh Republik indonesia  disediskan sis
macam Daftar Pemerikszan MNikah, Akta Miksh, Kutipan Akta Nikah, Buky FPendsfiarsn Talak, Buku
FPendsftaran Cersl, Serzy Takak, Surat Cersl, Buku Pendafearan Rujuk, Sura Rujulk, wntuk mencatat

nikah, ralak, cera dan rupk yang diskuian mesurer Agama ktlam, menurut comoh yang ditetapkan
oleh Menterl Agarma dalem Feraturan cersendisi,

Pasal 41

Sebelum Buku-Buku tersebut dalam pasal 40 Persturan ini dipergusabkan, dibarl nomor
urut, lembar pertama dae terakhic ditanda tangan| olek Kepala Pegawal Pencatat Nikah stau oleh
Kepala Seksi Urusan Agema hlam Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kotamadys, spablla Pejabas
ini tidak ada atsu berhalangsn, ceding lembar lembar lamnya diparafl.

Pasal 42

(1) Dafear dan Bubu.Buku ysrg tersebur dalam pasal 40 Peratwran ini ditwlls dalam bahass indonesis
dengan hrf lacin, dhelenggarakan oleh Pegawai Pencatar Mikah,

{2). P3NTR menyelenggarakan dafrar pemeriksaan niksh, den Daftar Rujuk yang terjad] dalam wilayshnya,

Fasal 43

(1). Pegawal Percstat Mikah wajlb mempergunakan Daftsr dan Buku - buku sebagaimins Bersebut
pasal 40 peraturan ini

(2). Segala coretan, tambahan atsu tulssn dipinggle dsftar | buke hanys diberarkan, aspablla dibububi
tandn tangan oleh Pegawai Pencatar N ikah

(3} Apabila daftar | buku telah selesar dikerjakan, didatamnya tdak boleh dmdalan sesusru perobahsm,
kecuali dengan keputusan Pengadilan Agima, atau Pengadilan s atse swurat - surat buktl lain

Fasal 44

(1) Pegawal Pencatat Nikah dan P} NTR tdak boleh mencatzt dalam dafror [ buku rersebut dalum
pasal 40 peracuran ini, diluar darl apa yang dicersngkan oleh yang bersangkutan.

Fancatagan dilskukar denpanmengicl rusng - ruang yang telah ditedakan menuryt urutar parsoalan,
Ruang “"Cararan lain - lain™ dalim buku disi catatan sebagaimana dimaksudian dalam  pacal - pasal
48, 45, 50 dam 5| serts catatsn - catatan lain ypang penting.

Pasal 4%

(1). Smksi - Sakti yang hadiir wakiu pencatatan nikah, talak, ceral dan rujuk. dipilih cleh mereka yamg
berkenpencingan sendiri, saks| - sakal lge harus wargs negars indonesis dan harus sudah mencapsi
gmur |19 tshun dan memenvhi syarat - syarat menurar bukum,

(1. Keloargs dekst atau pegawal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat diterima sebagal saksi

29

Pasial &

i1}, Sebelum ditands tangani oleh yang bersangkutan sebagaimans dimaksed pagal F syse (1), pasal 34
ayat (3), pasal 35 wyar (A pasal 36 syet (Z) pasal 37 syst @) dan pasal 38 ayat (2), maks Pegawal
Pencatar Mikhah stau F3 NTR membacakan aps yang dicstat dihsdspan meraks yang berkepentingan
sgar dapat dikerahsd apakah cararan nu ecubkup bener adsmya

(1), Bagl mercka yang tidak menperti bahasa Indonesla, harus diberi terjemahannga dulam bahase deerah
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Pasal 4
Daftar Pemerikcsaan Niksh, tiap tbus dibendel (dijadikan satu) bersama - sama dengan

FUTRE - §UFat yaag menjadi lampirannya dan diberl nomnor,

‘:!]r

("

{h.

@

("

2)

BRABR XV

PENCATATAN PERODBAHAN
STATUS NTR

Paswl 48

Dari pernikahan worang janda atas duda Pegawsi Pencats: Mooah srembust iaiom dhiam Tosg
TCATATAN LAIN - LAINT pada Buku Pendaftarzn Talik acau Cerasi yang bersaaghutan bihwa
orang ku telah meniah lagi

Catitan Inl berisi rempaz, tanggal dan nomor kutipin Akts Niksh serrs ditanda wngani dan d-
bubuhi tanggal olsh “egewal Pencacar Mikah.

RMI"I valnk gy corainys dule dicacac dicampat laln, maka Pegowal Pencatxt Mikah ind membes
ricabuban kepada Pegaws Fencitat Mikah yang mengeluarkan Surst Tolak atzu Suric Ceranya
bahwa orasg itu telan nkah lsgi dengan menggunakan model No

Pembericahaan int dicatar dalam Buku Perdafcaran yang becsangkutan seperti yang tervebin dabam

syat (1) pasal ind
Paiwnl 43

Dari pernliahin sesmag susml uniuk kedus kafinys acau b (galigami(, Pagawi Pancacat  BNikah
menbuic catamn pads ruang " CATATAN LAIN - LAIN dalarm Akra Mikaboya tecdshuly  bahwa
suami icu eelah menikah lagl

Catatan inl berisl tempat, tanggal dan nomor kucipsn Akta Nikab seris ditanda wnganl dan 4
bubuhi tanggal oleh Fegswai Pencacst Wikah

Apebila nikahrya terdahulu dicatat dicempar Lin, maka Pegawal Pencacar Miksh 7l membericahikan
kepada Pegawsl Pencatal Mikahywrg manguloarakm Koopas Adkes Nikaheya terdahul, bahwa syami
itu tefnh menicah dengan menggunskan mudel P

Pemberitahuan inl dicatac aslam Akta MNikah yang bersangkutan seperci yamg tervepue dalam Eyar

(1) pasal inl,

Fasal L]

Apabila seorang laki . laki | perempaan yarg wlak aau ceril, Pegawal Pencazat Bikah membuat
cataian dalim ruang “Catatan Lain - lain™ pads Akra Mikah yang berisngkumn babwa sring itu
celah calak acas ceral

Catatan ni berksl tompar, 1mggal dan nonor wverar wadade A ceoad werte dicpds wagant das
cibububi tanggsl oleh Pejawai Pencatar Mikak

Apabila nikahnya dule dizasse ditampar lain, maka Pagmwal Poocatat Mikab in sremberimahskans
kepida Pegawal Pancatar Mitah yang maogelusekan Cutipan kta Mikahass, babwa orang xu telsh
@alak atu ceral dengan mengguiskan model Teo

Femdericahuan ini diatae dalam Buku Perdafiaran yang burssnghutan seperti tersebut ayac (1)

gasal inl,

Fazal &1

Mengerl rujuknys smevrang, Pegawai Percatat Niksh merbust catatan dalam nang * Cannan
Lain - lain™ Buku Fendafisran Taink, bhoboers orang v 1esh #ujai,
Cacatan in| berisi tempat mnggal rujus dan nomor sursr keterangan pambericasusn rujuk  serrs
ditanda tangani dan dibubuhi @aggadl ofen Pegawie Pencicer MNEan
Apabila talaknya dule dicatar ditempat fain, maka Fegawsl Pencacat Mikah mi memberitahukcan
kepadn Fegiwal Pancatae Mikak yang mwogeluickan wreat Glaknga bahws orang vy wlak  rojuk

dengan mengpunakan mocal Rc

Pombarcahuan ini dicatatr dalam Bukw Pendaftarsr yang beriangkutan sepertl tersebut dalam aym
(') pméal inl
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BAB, XV

FEMGAWASAN DAN PERTANGGUMGAN JAVIAR
PEGA'WAI PEMICATAT WIKAH

Peial 52

Pengiwaian atat pelakmsin tuga: Pegawai Pencatas N kah dildkukan oleh Kepals Pogawal Pencatat
Niksh, pongiwaras aes: pakerasn PY NTR dilakuksn oleh Pegawsl Pencacar Pikak.

Kepala Fepawal Pencatst Mikah pada cizp-thp tigs bulan sekali wajib memeriksa Daftar Pemecik-
sian Nilesh, Akea Mikah. Buku Pendafcaran Tatae, Buku Pendafraran Cers can Buhu Pendaftaran
Rujub certs sagala surst-surst yang bersangkutan dongen leu dari Pegawal Pencatat Nikah yang
afa dalam diershnys. )

Lintuk mengerjekan pekerjian pemeriksasn, Cepals Pegawsi Pencasat Nikih dibeqcs oleh Fegawat
pada Seksl Urvean Agama Islam Kantar Departemen Agama Kabupaten  Koramadys yang cakap
untuk |ey.

Cari prasrikiatn iy dibuw berics scars yang lbemidian disampsican kepade Kapala Bidsng Urusan
Agama Propnzl melalu Kantor Deparcemen Agima Kabupaten | Kotamadya,

Jiez dalam penerikssan verjadi pelanggaran stac pelsksanaannys tidak sebsgs mana mestinys, maks
Kapala Fogawsi Pencatst Niksh karens jshatznnys melaporkan hat itu kepada yang berwajb.
Penguruan trss peierfpan P N TR dllakukan cengan menslic daftar- diftar dao surst. surse qe-
EErangan yang vap-tiap kall diterima oleh Pegawai Pencatat Mikah darr P3 NTR.

Pasgl Lt

Pegawal Peccarat Niksh bertanpgung jawab renmang
Penyclenggarsan Duitar Pemeriksain Niksh, Akr: Mieah, Buky Pendaftarsn Talsk, Buku Pemdal.
taran Ceral dan Buko Pendaftican Rujuk, Eutipsn Akra Nikgh Kiitipan Buky Pendafea-an Talik,
Katipan Buky Pendifrsran Cerai dan Kutipan Buke Pendaftaran Rajuk,
Fenyimpanan daftar / buko - Bubu dan segals siest - surst ying berhubungan dengan pemerikasan
din pendaftaran seisui dengan peraturan yang beriscu.

BABR XV
HUELMAN |ABATAN
Pasal 54

Pegawai Pencacat Nikah yang melsiatisn cewn|ibinnys dalam welaksanakan Peraturar inl st me-
fakukan perbuatin yang mencemarkan martabat segawal pencarse Nikah acau mengiilangkar ke
percayaan, bilk didalam maupun diluar jasstannys, dikenakan hikwmar adminbiraiif, arau hokcuman
sedagaimana dacur dalam Unding - undang Mo, 21 wahun 1944 jo Peratvran Pemeringzh No. 9
ratun (975 pazal 45

Piniera Pergadian Agama yanp mekilikan kewapbannys dalam melakianacan peraturan inl dike-
R3kan hitkuman administratf,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAM PENUTUP

Fasal 55

Hal-hal dalam peraturan vl yan memeriukan pengituran |ebih lanjut diatur oleh Diraktar Jendral
Bimbingar Masyarakar Jilam

Feratoran inl disebur Perataran Tentang "KEWAJIBAN PEGAWA|I PEMCATATAN NIKAH DAN
TATA KERJA FENGADILAN AGAMA™ dan mula berlaky pads targgal | OKTOBER 197,

Agir wipdya telitp orsng dapat menpetahuinya, memerinrahkan pengundsngin  Persturen

ini desgan panambstsnnyl dilse Limbaran Negars Ropublik Indonesia.

Ditetspkin 41 : JACARTA.

pada tanggal
MEMTERI AGAMA K. I

tird

{H A LT #.'I,.I'].
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